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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting yang dimiliki
suatu negara. Hal ini dapat kita lihat bahwa di berbagai negara di dunia yang
meskipun tidak memiliki sumber daya dan kekayaan alam, akan tetapi jika
mempunyai sumber daya manusia yang terdidik, terampil, disiplin, tekun, mau
bekerja keras dan setia pada cita-cita perjuangan bangsanya, temyata berhasil
meraih kemajuan yang sangat besar yang bahkan kadang-kadang membuat negara

- lain kagum terhadapnya. Logikanya adalah bahwa negara-negara yang sekaligus
memiliki sumber daya, kekayaan alam dan sumber daya manusia lebth mudah lapt
mencapai kemajuan yang didambakan oleh masyarakatnya. Akan tetapi sumber
daya non man-usia dan kekayaan alam yang melimpah témyata tidak banyak
artinya tanpa dikelola secara baik.

Masalah kualitas SDM di Indonesia merupakan masalah yang sangat
penting karena masih minimnya SDM yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat
secara normatif mengenai “penurunan kualitas™ bangsa Indonesia berdasarkan
pengamatan subyektif mengenai gejala dan isu sosial seperti, penyelewengan,
mutu pendidikan, penurunan disiplin, kerakusan, kecenderungan mengambil jalan
pintas, berkurangnya sopan santun dalam pergaulan atau gejala lain yang

* dianggap kurang patut .
Kualitas SDM di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibandingkan

dengaii beberapa ncgara di ASEAN. Ditinjau dari aspek kelahiran dan kematiah
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-Malaysia, misalnya pada tahun 2001 tercatat enam dan di Singapura hanya dua

kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Vietnam menunjukan angka yang lebih
baik daripada Indonesia dengan 30 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada
tahun 2001. Aspek pendidikan juga menunjukan keadaan yang memprihatinkan,
antara lain tercermin dari rata-rata lama sekolah (mean years schooling) dengan
rata-rata lama sekilah yang identik dengan kelas 1 sekolah menengah pertama
(pada ﬁhun 2002 rata-rata lama sekolah 7,2 tahun), dapat dibayangkan betapa
rendahnya kualitas SDM yang dimiliki.' Dengan SDM seperti ini mungkinkah
kita bermain aktif dalam persaingan global? Ményumbang perkémbangan IPTEK
dengan mayoritas tamatan SD dan SMP, bahkan banyak yang tidak perlu sekolah,
ténti tidak dinafikan adanya sekélompok orang yang memiliki kémanmipuaf tinggi,
yang mampu meraih medali dalam ajang kompetisi sains dunia, akan tetapi
jimlahnya tidak Banyak untik mencapat critical imass yang memungKinkan upaya

membangun negeri berkesinambungan.

nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

kit Tidonesia. Konsép-Kofisép “pemibangunan

manusia Indonesia seutuhnya” dan “pembangunan seluruh masyarakat Indonesia”
sébagaimana diaimanatkan GBHN pada hakekatiya citkup ifieiberikan temipat,
marnusia yang bersifat myltidimemional dan menempatkan manusia pada posisi
sentral.’

Pembangunan merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti karena

permasalahan selalu berkembang dan muncul sesuai dengan tingkat kemajuan

teknologi dan kemajuan masj
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asyarakat, semakin tibggt pils tingkat kebitihan yang harus dipenubi

Perubahan masyarakat yang secara global mempengaruhi pola kehidupan
fiasyarakat kita akibat dari bias budaya yaig sélamia dekade, mémpengarihi piila
pola kebijakan, penanganan pelayanan sesuai dengan tingkat dinamika
masydrakat. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam raiigka pénibangunan
manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang lebih
merata dan menyelirah.

Pembangunan merupakan sebush proses pengembangan mutu dan sumber
dan negara, sebagai suatn proses pembangunan seharusnya mengindikasikan
iisakid-tisiha koreksi dan reformasi dalai sétiap fasé atau tdhap Kémajiiannya.
Koreksi atan reformasi ini sesungguhnya sangat diperlukan oleh karena interaksi
dan péngarili dari faktor-faktor eksternal ddn mungkin puld intéfial yang tériepas
atau tidak tertangani dalam manajemen pembangunan itu sendiri.

Péiiibangiinan sebagai proses pada disifnya telih menciptakan berbagal
perubahan yang tidak diantisipasi seeam baik dan tepat dan perubahan-perubahan
itii télaki berintéraksi piild déngan pefubahian-periibahan régional ddn global yarg
berlangsung di luar kendali dan bahkan wawasan serta prespektif Kita sendiri. Era
téformasi télah fmembawa kita jauh dafi peérubalian-periibdhan térsébut, pada
kenyataan bangsa Indonesia dihadapkan dalam situasi krisis ekonomi yang
beérkepanjangan. Terjadifiya kiisis ékonoiii di Mdoniesia antdrd ldin disébabkan

" oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur
défigait baik. Akibatiiya timbil berbagai masaldh séperti komiipsi, kolusi dan
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" berjalan, éﬁéﬁéﬁ'dli dalam kegiatan ekonomi, kenaikaii hiargda BBM, séitd Kialitds
pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Dtonioimi yang diputiskdn pemeriitah yang meéngatir bagaimana poia
pemerintahan yang lebih transparan dan lebih demokratis serta kejelasan terhadap
késéndngaii daerdh dafi pusat addldh jawaban atas peérmasaldhan yang terjadi di
‘berbagai daerah yang-memicu timbulnya gemkan-ééparatisme merupakan upaya-
tipaya dalam méningkatkdn pémbaigunan yang lebih meérata dan menyeluriih
yang nantinya akan dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan
pemberdaydan dalafii segald hal ydiig meérupakan citd-citd dafi otonoini daerah. -
Salah satu yang melakukan otonomi tersebut adalah Kabupaten Balangan
(Kalimantan Selatan).

Pelaksanaan Otonomi Daerah belakangan ini, secara umum masih banyak
meéngalafiii kéndald, baik secidra irférnal matipufi ékstérnal. Hal ifii téritdma
berkaitan dengan masalah kebijakan dan implementasi kebijakan, disamping
masalah diikiingan fasilitas, iffrd striktir dan supra stiktiit, sérta kesiapan dan

kemampuan sumber daya. Dari berbagai kendala tersebut, secara umum masalah

otonomi ini masih menjadi kendala yang besar. Kurangnya perhatian terhadap
masaldh tersebut seélama ini meénjadi pehyebab utamanya, disamping begitu cépat
dan derasnya arus perubahan dan perkembangan dalam sistem globalisasi yang

terjadi sdat ifii, sehifiggd sémitis it meRyebabkan sulithyd melikikan penyesidian
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Ké.iliiiiiétéii Balangan réesmi menjadi sébuali Kabiipaten baru pada tanggal 8
April 2003 dengan ibukata Paringin yang merupakan pecahan dari Kabupaten
Hiilu Sumgidi Utara. Daerah ini memiliki luas 1.878,30 Km? déngan jumiah

penduduk 97.519 orang (tahun 2005) dan memilki 6 kecamatan dan bardasarkan

Peraturdn D aerah nomor 23 tahiin 2006 bertaiiibah diia kedaimatan lagi sérta 161

desa. Daerah ini merupakan daerah yang kaya akan potensi alam antara lain
pertanian, pertambangan, pérkebiinan karét dan pérkebindn Kelapa sawit dan
masih banyak berbagai potensi lainnya.?

Sebagai Kabupaten barii yahg Kdya akan potefisi alam, sangatlah penting
untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM terutama pada Aparat Pemerintah
Kabiipatén Balangan karena meféka ménduduki peéranan yang sangat penting

dalam mengelola potensi yang ada di Kabupaten Balangan. Schingga tujuan

peffickaran daérah dapat tércapai yaiti menifigkatkan kescjalitraan fasyaraka
Hal ini penting karena mengingat masih rendahnya kualitas SDM yang ada di
Menghadapi reformasi kevangan daerah yang merupakan tantangan
maka pegawai Pemerintahan Kabupaten Balangan khususnya Bagian Keuangan
Sékiétiriat Daerah peérlu sekali untik mengikiti péndidikan dan pelatihan guna
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, mengingat Kabupaten Balangan
adaldli kabtipatén yang masih baru dai imasih safigat banydk fiefiiéfliukan Siinber
- Daya Manusia yang berkompeten. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
fioinor 13 tahiifi 2006 téntdnig Pédoiman Pengélolaaii Dagtah, banyak sékili dspek

yang muncul dalam reformasi keuangan daerah, meliputi kekuasaan pengelolaan




keuangan d4erah, azds ittt dai striktur APBD, péiiyiisiifiaii rafcangan APBD,
penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan, pengelolaan Kkas,
penatatisaliasn Keuafipan daerdli, dkiintansi kéuangan daerah, pertanggungjawaban
pengelolaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan kevangan daerah.
Paradigitia bafiu tefsebut mengdiut azas uiniim pengelolaan keuangaﬁ daefali yang

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dildiii pengeloldat keiiangdh daerdh Kabupaten Balangan beliim memiliki
badan tersendiri yang khusus mengelola keuangan daerah seperti Badan Pengelola
Keéiiangan. Méngingat begiti péntingnva pengelolaan simber daya manusia bagi -
pemerintah kabupaten Balangan, maka penulis perlu melakukan semacam
pefiilaian atii difdlisis trhaddp impletientasi pendidikan dan pelatian yang
dilakukan oleh Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Balangan dalam peningkatan
kualitdis SDM teniitifita pada Diklat Pengetolaan Kéuangan Daerali, sérta faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tersebut.

PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sébagai berikiit:

1. Bagaimanakah Implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan (diklat)
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2. Faktor-Faktor apa sdjd yang mempengaruhi keberhasilan Pendidikdf dan
Pelatihan (diklat) Sumber Daya Manusia pada Bagian Keuangan Dacrah

Kabiipitén Bilangan tahiin 20077

C. KERANGKA DASAR TEORI
1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
A, Péngertian Iiplententiasi Kebijalkai

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement
(mengimplémentasikani ) berdtti /6 providé the miéans Jor currying oOut
(menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu ), fo give practical effect to
(Menimblilkan dampak dtdii akibat téhiadap sesuati ). Bild pandangan ini Kita -
ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang scbagai sesuatu proses
meldksaitakén keputtisan keébijakai.

Studi mengenai kebijakan harus dibedakan dari evaluasi kebijakan,
Santoso Mmengimgkapkan pendapatnya sebagai berikit &
“Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy Implementation ) mencoba
inempeldjari sebab-sébab kebérhasilan atdii Kegagdlan Kebijakai melalui
pembahasan menganai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan, seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik diantara
pelaksanaan kebijakan, sédangkan didalani pelaksanasn kebjakan itu tidak

hanya melibatkan juga politik, dengan menjawab pertanyaan menﬁapa hal itu
terjadi dan tidak berhenti pada pertanyaan mengapa hal itu terjadi,’

Jélas sékali banyak pihak yang terlibat dalafi proses implemicntasi
kebijakan. Semua kebijakan Negara, apapun bentuknya, dimaksudkan untuk
mémpengarihi dai feigontrol perbuataf nasyardkat sesidi dengan aturaf-

aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
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Pengertian impleniéntasi kebijakan daldfi penélitiai ifi tindakan-tiidakan

yang dilakukan oleh pemerintah, individu, ataupun kelompok untuk mencapai

perubahan besar manpun kecil.

b. Model Inpleméitasi Kebijakan

Uitik mémahaimi pentingriya implémentasi kebijakan maka
dikembangkan beberapa model implementasi seperti berikut ini :

1. menurut Giiddlé, iiipleficntasi kebijakan ditentukan oleh isi keébijakan dan

kontéks implementasi. Studi ini melihat adanya tiga dimensi-dmensi analisis

dalam Ofganisasi, yaiti tiijudi, pelaksafiaan, tugas, daf Kaitd 6‘fgaﬁ15asn

dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa kebijakan

di simdsikin iméijadi prograim-program aksi maupun proyek individual
dengan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dapat
dilakukan.® untuk lebih jelasnya fagi akan digambarkan dalam model sebagai

berikut :
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Gambar L1.
Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle

Tujuan-tujuan kebijakan

l

l

individu dan
kelompok
b. Perubahan

oleh
m

Tujuan tercapai Program-program aksi Kegintan-kegiatan implementasi
dan proyek tertentu dipengaruhi oleh
dirancang dan dibiayai a. Isu kebijakan
4 - * Kepentingan yang
dipengaruhi
o Tipe manfaat
« Jangkauan perubahan
« Posisi pembuatan keputusan
Program yang dijalankan * Felaksanaan program
. - + Sumberdaya yang dilibatkan
sepetl yang dicanangkan b. Konteles implementasi
yang terlibat
o Karakteristik lembaga dan
pengupsa
e Kepatuhan daya tanggap
# -
Pengukuran keberhasilan

Diri bagan diatas dapat dijélaskan sebagai berikut :

1.1 Isi Kebijakan

1. Kepentiiigah yang dipengariihii

Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit
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2. Tipe manfat
Suatu kebijakan yang memberi manfaat dan langsung dapat dirasakan  oleh
sasaran, bikan hanya forinal, Titiial, dan siifibolis, akan tétapi konkiit akan
lebih mudah diimplementasikan.
3. Derdjat périibahai yang diharapkan
Kebijakan cenderung lebih diimplementasikan jika dampak yang diharapkan
dapat meémbert hasil yang peémanfadtannyd jélas dibandifgkan dengan yang
bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.
4. Letak pengaimbilan keputiisan
Kedudukan pembuatan kebijakan akan mempengaruhi implementasi,
sétanjiithya pembilatan kebijakan yang mempinyal keéwenangan dan otoritas
yang tinggi akan [ebih mudah dan mempunyai wewenang dalam
pengkoordiiiasiadn di bawahiiya.
5. Pelaksana program
Keépiitiisaft sidpa ydng akan dituigasi untik meéngimpleméntasikin prograin
yang ada akan mempengaruhi proses implementasi dan hasilnya. Dalam hal ini
tingkat kemainpuiafi, keéfektifan, dan deédikasi yang tinggi akain berpehgaruh
dalam prosesnya.
6. Sumbeér daya yang dilibatkan Suimber dayd yang digunakan dalaim prograin,
bentuk, besar, dan keberhasilan kebijakan. |
1.2 Konteks Iiiplémentasi
1. Strategi yang digunakan dalam proses, kekuasaan, dan badan pelaksana
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2. K&ﬁ&iéi dan keébéradaaii baddn pélaksand yang didukiifig otoiitas péngidsa dan
sangat berpengaruh.

3. képatuhan ddpat beriipd dikungan dafi clit politik kesédiadn instansi
pelaksana program, juga kepatuhan masyarakat penerima manfaat/ sasaran
progrdm. Seédanigkan dayd tanggap Geripd kepekaan lémbagd publik seperti
birokrasi terhadap kebutuhan atau permasalahan yang timbul dari
implementdsi kebijakai.

2. Model yang dikembangkan oleh Van Metter dan Var Horn (1975) yang
discbut sebigidi “4 Modél of Policy Iniplémienidtion Process™ (Model
Implementasi Kebijakan).’ Implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi
Kebijakaf :

a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.

b) Jangkiidn/ lifigkiip ketepatan tefiadap tujuan diantard piliak-piliak yang
terlibat dalam proses implementasi. Dengan demikan tingkat keberhasilan
implémentast akan 1ebih tinggl jika perubahiah yang dikeheéndaki relatif
sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang -
iieigopeérasikan progidii dilapangan relatif tinggi.

Variable yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja
dipisalikan oleh sejumlali viriabél bebas vang salifg berkaitdn. Variabel
tersebut adalah scbagai berikut :

a) UKiiiai dai tijuai kebijakan

b) Sumber-sumber kebijakan

¢) Ciri-¢iri ataii sifdt badan / instaisi pelaksana

d) Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana

§ Solihin Abdul Wahab, Analisis Jmplementasi Kebijakan dari Formulasi ke Implementast Kebijakan
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¢) Sikap para pelaksaiia

f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Uitk 16bih memudahkan penguraisingd, akan dijabarkan dalam
bentuk gambar bagan seperti berikut :

Gambar 1.2.
Model Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van horn

»| Komuniksi antar organisasi dan kegietan pelaksana

T

¥ 3

Ukuran dar tujuan kebijkan

v v l

Ciri-cirt badan pelaksana Sikap para Pelaksana Prestasi kerja

Sumbar-sumber kebijakan: T I

Lingkungan:
# | Ekonomi,Sosial dan
Palitik

Giifibar d4fi stiuktif pold Kefjasaina diatas menjelaskan tentang sistsm
dan proses, dimana implementasi dirancang dan diterapkan pada tingkatan
teknis dilapangar.

Secara deskriptif, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana

fiérupakan cifi dari badah pelaksana, dimana dapat dijadikan sebagai iikiian
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atau setélah meldliii sebiuah takiapan kebijakafi, atiii balikan kajian komunikasi

antar organisasi kegiatan pelaksana dapat juga sebagian salah satu sikap.

narses s

petak yang dkhifnya ienjadi prestasi kenja.

3. Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatiar yang
disebiit “A Framework for Hmiplemitation Analysis” ( Kerangka Analisis
Implementasi ). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis
‘friplementasi Kebijakan adalah i%léﬁ’g‘lﬂéﬁtiﬂkééi vafiabel-variabél yang
mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi
kebijakan.’

Implementasi ketja merupakan fungsi dari tiga varabel yaitu :

1) karakteristik masalah.

2) Kkémampuan keéputisaii kebijakan untuk meiistrikturka sécdra
tepat proses implementasi.

3} faktor-faktor diliiir peratuiai.

Lebih lanjut akan disajikan bagan variabel-variabel proses

impléméntasi kébijakan

7 Ibid Hal 81
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Gambar L3.
Variabel-variabel Implementasi Kebijakan

Mudah atau tidaknya suatu masalah dikendalikan
kesukaran-kesukaran teknis, keragaman perilaku,
kelompok sasaran, prosentase kelompok sasaran dibanding
dengan jumish penduduk. Ruang lingkup perubahan
perilaku yang diinginkan

v

v

Kemampuan Kebijakan untuk menstruktur proses
Implementasi kejelasan dan konsistensi
tujuan,digunakannya teori kausal yang memadai ketetapan
alokasi sumber danak hierarki dalam dan
diantara lenibaga pelaksanaan aturan-aturan keputusan dari
badan pelaksanaan akses formal pihak luar

Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses
implementasi kondisi sosial ekonomi dan teknologi,
dukungan publik, sikap dan sumber yang dimiliki
kelompok, dukungan dari pejabat atasen, komitmen dan
kemampusan kepemimpinan dari pejabat pelaksana

e

——> R . >
Y h 4
Tahap-tahap dalsm proses implementasi {variabel bergantung)
Perbaikan
Kebijakan Kelompok nyata output
mendasar
Kélompok dan Sasdfan Kebijakan didalam
Badan pelaksana mematuhi sebagai Undang-
Kebijakan dipresepsi undang

¢ Pendekatan Implementasi

1) Pendekatan Implementasi (Struktur Approach)

Didisii B4dd ke

P Lot PFary

oFgatiisasi terténti hanya

“ cacok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula. Untuk memperjelas hal




a)

b)

2)

3)

Pcrcncaiiaﬁ mengenai perubatian ( Pldnking of Charge ), yaitu perubalian
yang ditimbulkan dari dalam oraganisasi-organisasi atau sepenuhnya berada
dibawah keiidali organisasi iimiplementasi dipandang semati-iaia persoalan
teknis atau manajerial.
Perencdiiadn untuk iiclakikan pefiibahiad langsiifig jikd peérubdidn
dilaksanakan oleh pihak lvar atau jika proses perubahan sukar diramalkan,
dikontrol dan dibéndiiig ( membutilikan pendeékatan yang 1ebih ddaptif ).
Pendekatan prosedural dan manajerial { Procedural and managerial
Approach).

Perwujudan dari pendekatan ini perencanaan kerja dan pengawasan
{ Neitwork Planning and Control/ NPC ) vatng ményajikan kérangka Kérja
dimana proyek dapat direncanakan dan diimplementasikan dapat diawasi
deéngani cafd mengidentifikasikan tigas yang harus diselesaikan, Rubufgsn
diantara tugas-tugas tersebut dan urutan logis pelaksanaan tugas-tugas
tersebiit.
Pendekatan Keperilakuan ( Behavioral Approach )

Di awal kesac

dran baliwd sefing téijddi pendlakai téfliddap pefiibalian

(Resistance- to change) perilaku manusia harus dipengaruhi jika kebijakan

alternatif yang tersedia tidak hanya sekedar diterima atau ditolak tetapi

terbentang stiatu spectitiin kemungkinan reaksi muldi dafi peneriaman aktif
hinggga pasif, acuh tak acuh dan penolakan pasif hingga aktif. Penerapan
périlaki ini afig paling tidak tétkénal adalah pengénbangai organisasi yaitu
suatu proses untuk menimbulkan perubahan yang diinginkandalam suatu
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Mandgemerit by Objéctive (MBO), péfidekatan prosedural/ miadiajeridl,déngan
analisis perilaku. |
4). Peéndeékatan Politik { Political Approach )

Memandang bahwa suatu kebijakan akan tergantung pada ketersedian
dan keémampiin kélompok-kélompok dofiiifan (koalisi Keloipok-keélompok
ini) untuk memaksakan kehendaknya, jika tidak hanya kelompok dominan,
imaks kebijakih hanva akan dicdpai melalii prosés panjang Vaig bersifat
incremental pada situasi tertentu, distribusi kekuasaan dapat memungkinkan
terjadinyd kemacetan implémeéitasi Kebijakan waldupin kebijakan tersebut

telah disahkan.®

Pidd ‘dssamya Péndidikan dan pélatihan 1ebih  didrtikan sébagax
kegiatan pendidikan pegawz.li atau calon pegawai pada sebuah organisasi
péifierifitsi  yafig bérksitin defgan usahid peningkatan pengetahiun,
ketrampilen dan sikap dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang efektif

s

langsung dari kejadian-kejadian.

Hal-Kal ydng diafiggap sebagai faktor-faktor implenentasi pendidikan
dan pelatihan adatah :°
4. Peénilaiin Kebituhai Pendidikian dai Pélatihan Pégawai
Diklat tak ubahnya sebagai pendidikan formal, membutuhkan
péngorbanail dan bidyd yang tiddk seédikit. Seorafg pegawai yang
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat, khususnya diklat

kepeniinpinan tidakiah bisa ditiiiggu hasiliya seketikd. Pérnildian

8 Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Hal. 39
S polaksauia Pengelolaan Sumber Daya Manusia DI Era Otonomi Dacrah, www.google.com, (http:/



hiasil kinerja akdn Berubah sételai beberapd waktu, mengdlami
pengadaptasian atau internalisasi, dan ini pun akan tergantung
képada niasing-masing piibadi pégawai yang bersangkiitan.
b. Program dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Keberhasilan sudtt pfogram tnfuk féienuli Kebutihian
pribadi dalam pelatihan dipengaruhi oleh ada tidaknya dukungan dari
séimua pihak, bdik pilidk pimpinai dtau atdsan, pegawiiiya sendir
dan juga sarana dan prasarana yang memadai.
¢. Pésérta Diklat
Pembagian potensi-potensi yang ada harus sesuai dengan
kemamf)uan yaig dimiliki oléh aktor-akeor pelaksanaiivd. Walatipun
isi kebijakan su.dah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
etapi  dpabila téfjddi kekurafigan  siimibér daya  mdka
implementasinya tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya yang
difiaksiid adalali sumbér daya maiusia vang beérkompétei yahg

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Meénurat teori vang dikembangkdn Gléh Van Metter dan Vain Horn
(1975) tentang variable-variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan
kéberhasilaninya, Variablé-variabel térsebit antara ldin ¢ ukirdi dan tuijusi
kebijakan, sumber daya, aktivitas komunikasi antar organisasi dan aktivitas
pelaksdiidan karakteristik ddri agen pelaksand, kondisi sosial politik dan

ekonomi, serta disposisi dari pelaksana atau penyelenggaranya.'®
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kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi

impiementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut antara jain:"!

a. Jenis Pendidikarn dan Pelatihan
Pendidikan dibagi dalam tiga kategori yaitu:
1. Péndidikah Formal

Pendidikan formal adalah yang terstruktur mengenai

kurikulum standar akademi serta sistem ujian yang relatif

ketat.

2. Pendidikan Non formal
Pendidikan nonforamal adalah penyelenggaraan
péndidikan pérsékolalian, isi péndidikanhya téfprogram, ada
konsekuensi materi dan interaksi belajar yang sedikit banyak

terkontrol sértd ddaiiyd kiodensil.

3. Péndidikdn Ifofial
Secara umum pendidikan informal pendidikan yang
diperoleh maiusid s&jak 14HiF sampai berakhir masa hidiiphya
dan dilakukan dengan sadar. Karenanya pendidikan ini
pénting untik 16bih méngenal dari dan lingkungan séitd
mampu beradaptasi. Pendidikan ini juga akan menempa |

mafiifsid dalafi ségdld tafitanpafi.



Jenis pelatihar dibagi menjadi dua :
1. Pelatihaf DiKlat Struktural

Pelatihan i dimaksudkaii sebagai syardt bagi séorang

pegawai agar dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi.
2. Peélatihan Diklat Teknis Fuiigsional

Pelatiian diklat fufigsional ifi bertujuan untik
meningkatkan kemampuan pegawai khususnya di bidang

tugas masiiig-masing pegawat
b. Materi-Matéri Péfididikan dari Pelatilian

Dildifi péinibeérian materi pada peéndidikan dan pélatihan
terhadap pegawai hendaknya harus disesuaikan dengan kebutuhan
pegawai yang hiefidak di fraifiihg dan jfiisdn program yang didmbil
tersebut yang didasarkan atas bidang-bidang pekerjaannya yang
bersangkiitaii. Jadi iter: yang dkan dibérikan teitingd akan fmudah
untuk dipahami dan dicerna oleh pegawai tersebut, sehingga akan
banydk dirdsakafi fanfastiyd dafi ddpat meémbanti dalain

menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
& Meétodé Péndidikah dan Pelatihiai

Daldin penyaipaian matéri-ateri péndidikan dah pelatihdan
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pelatifiaii yafig diberikan kepadi perofarigan ataiipufi Kelompok,

sehingga dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1.

3.

Meétodé Kiiliah vaiti prosés pényanipaidn pengetahiian dan
informasi dalam waktu yang relatif singkat.

Case Meéthode dan Incideni Method

Case miethode yaitli métodé difana para peéséita dibérikan
suatu untuk dipelajari atau dianalisa, kemudian dicari

mengemukakan pendapatnya serta mendiskusikannya.

Dicident methiod yaiti pesértd diberikan stiatd insiden dalam
bentuk faporan tertulis yang pendek, keterangan selanjumyé.
dicafi oleh peséitd séndifi dengan imengajukan pértafiyaan

kepada pelatih, pengajar atau seseorang yang telah

ditentukan sabagai pemberi informasi. Kemtidian peseita

memecahkan masalah dan mengambil keputusan serta

diajikaii dan dinilai G1h pesertd laiii.

Siriilation Method, yaitii sudti metdde dimana para pesefta

pelatihan memainkan peranan dalam suatu organisasi.

. Intésitds Dalam Méngikuti Pelatihan

Pelatihan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki dan

il kemampiidn teknik séftd péngétihuan dalam Kefja

schingga akan dapat membantu dalam menjalankan segala tugas-
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kéiiangan. Selain itu banydk manfiat yafg dirasakan apabila
pendidikan dan pelatinan dilaksanakan secara rutin dan
beérketanjiitan. Hal ini akan semakii baik jikd diimbangi dengan
semangat atau kemauan yang kuat dari peserta/pegawai yang
diikiitséftakan dalaii pelatihian.
e. Lama Wakfu Pendidikan dan Pelatihan
Réntang wakti yang dibitihkan dalam penyelenggaraan
kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pesgrta/ pegawai.
f. Manfaat péndidikan dan pelatifiai
Seorang pegawai yang mendapatkan kesempatan untuk
Teningkatkan penpetahiian dan ketrampilan mengeial jabatannyd
berarti bahwa ia pun berkesempatan untuk mengembéngkan

PriBadifya dan jiigd itk Memeniti kebutilian organisasi.
2. Téori Manajétien Sumiber Diya Maiiiisia

Tantangan utama dalam mengelola sumber daya manusia adalah
mengelola dengan efektif dan menghilangkan praktek-praktek yang tidak
efektif. Dalam kondisi seperti itu pimpinan dituntut selalu mengembangkan
cara-cara baru untuk dapat menarik dan mempertahankan para pejabat dan staf

berkualitas yang diperlukan instansi agar tetap mampu bersaing.

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen
secara umum, dan febih menitikberatkan pembahasannya pada pengaturan
peranan manusia dalam mewujudkan tujuan optimal. Pengaturan tersebut

meliputi masalah perencanaan, pengorganisasian (perancangan dan penugasan
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pemberian kompensasi dan penilaian prestasi kerja), pengarahan motivasi,

kepemimpinan, integrasi, dan pengelolaan konflik) dan pengawasan.12

© Handoko (2000) mendefinisikan:"

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan,
pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan,
baik tujuan individu maupun organisasi. Untuk itu manajemen sumber daya
manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya
keseimbangan antara kebutuhan pegawal dengan tuntutan perkembangan
teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan
tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang
secara produktif dan wajar.

Sedangkan Mondy dan noe (1990) menyebutkan:”

Bahwa manajemen sumber daya manusia yaitu merupakan pendayagunaan
sumber daya mapusia untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu
pimpinan dari seluruh tingkatkan terlihat dalam manajemen sumber daya
manusia, khususnya dalam era fungsional tertentu, namun mereka bukaniah
pimpinan sumber daya manusia. Sedangkan pimpinan sumber daya manusia
sesungguhnya  bertanggungjawab  untuk mengkoordinasikan  seluruh
manajemen sumber daya manusia pada seluruh fungsi yang ada sebagai usaha
untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya.

Tugas utama pimpinan bagian sumber daya manusia adalah
meningkatkan kesesiaian. antara individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang
ada. Kualitas kesesuaian ini berpengaruh terhadap kinerja, kepuasan dan
perputaran karyawan. Bagian sumber daya manusia yang baik seharusnya
paham cara menggunakan survai sikap dan alat-alat umpan balik yang lain
untuk menilai kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi icmpat
mereka bekerja. Bagian sumber daya manusia juga seharusnya menggunakan
analisis jabatan (job analysis). Analisis jabatan adalah alat untuk mendapatkan

informasi deskriptisi pekerjaan dari segi kualitas dan kuantitas. Deskripsi

2 Pomingian  Manaiemen  Sirafegi,  www.yshoo.com (hitp://peminatanmanajemen



pekerjaan yang terbaru yang didasarkan pada analisis jabatan yang logis,
sangatlah penting bagi proses seleksi, penilaian, pelatihan dan pengembangan

karyawan yang tepat.

3. Teori Pendidikan dan Pelatihan SDM

Pendidikan dan pelatihan (diklaf) adalah salah satu bagian dari
pengembangan manajemen sumber daya manusia. Dalam terminologi lain,

Diklat dipisahkan secara tegas, yakni Pendidikan dan Pelatihan.

Menurut Nasution (2000:71)ls

»Pendidikan adalah suatu proses, teknis dan metode belajar mengajar dengan
maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.” :

Sedangkan menurut Pont (1991 :46)'°

Pelatihan adalah mengembangkan orang-orang sebagai individu dan
mendorong mercka menjadi lebih percaya diri dan berkemampuan dalam
hidup dan pekerjaannya.

Paralel dengan terminologi teoritis di atas; Nadler dan Nadler dalam
Atmosoeprapto (2000:29), Mondy dan Noe (1989:224-225), serta Megginson

(1985:226) mendefinisikan Dikiat sebagai berikut t

1. Pehdidikan adalati prosés pembeldjarai untik empersiapkan seseorang
untuk mampu mengidentifikasi pekerjaan, mepambah wawasan dan
pengetahuan.

2. Pelatihan adaldh proses peibelajaran yang feikait dengaf pekerjaan
spesifik saat ini, proses desain, keahlian, dan teknis pekerjaan untuk
mempertahankan dan meningkatkan efektifitas masing-masing individu
dan kelompok dalam stiati organisasi.




3. Péngembangan fhierupakan proses pembelajarafi uiithk pertunibuban
seseorang, mengaplikasikan informasi, penge-tahuan, dan keahlian, serta
lebih sering dikaitkan dengan pendidikan level manajerial dalam area yang
16Bih liids, sspertt komunikasi, képemimpiian, motivasi, dan laii-1ain.

D. DEFINISI KONSEPSIONAL
Definisi konseptual adalah usaha untuk memperjelas pembatasan
péngertian dntar konsep yang satii dengan Konsep yang lain agar tidak tefjadi over
laping atau kesalahan memahami konsep yang akan dikemukakan.
1. Pendidikai daii Pelatihan
Secara garis besar, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat diartikan
sebagai akuisisi dari pengetaliuian (kiowledge), ketérampilan (skills), dan sikap
(attitudes) yang memampukan manusia untuk mencapai tujuan individual dan
organisasi sadt ini ddn di masa depan.
2. Kebijakan publik
Keébijakdn publik ini hafis ditifunkan dalaf serangkaian pétunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku intemal dalam birokrasi agar
§asARIfifive Befaf-benal beroriéntasi kepada masyarakat luas.
3. Implementasi Kebijakan Publik
Tiipléiéiitasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oleh pemerintah, individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai
tifjiian yang tétah diterititkai dalaiii Keputusai.
4. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi

sebagai modal (mon material/non finansial) di dalam organisasi, yang dapat
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" E. DEFINISI OPERASIONAL

Yang dimaksud dari definisi operasional penelitian ini adalah unsur-unsur
penclitiai yang memberikan batisan-Batdsan teftéiitii untuk meéitbérikan tahun
pengukuran suatu variabel mencapai tujuan penelitian.

Bérdasarkan judiil yang diangkat yaitii "Analisis Iidplefientasi Peadidikan
Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bagian Keuaﬁga.n Sekretariat Daerah
Kabiipatén Balaigan Propinsi Kalifiantin Selatan Tahun 2007 dan setelah
melihat tinjauan konsep dan teori yang relevan dengan masalah penelitian, maka
dapat dijelaskaii bebérapa hal pokok teitdig opérasional penélitian  ubtuk
mengukur hasil penelitian dari beberapa variabel dan faktor-faktor yang
diglinakan dalam penelitian, sbagai berikut :

1. Implementasi pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia pada Bagian
Keuingan Daerah Kabiipatéi Balafigan. Faktor-faktof implenicitasi
pendidikan dan pelatihan (diklat), diukur dari :

4. Péiilaian kebitilian pendidikan dan pélatihan pegawat
b. Program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan
. Péserta diklat

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi pendidikan dan pelatihan
Siiinbér Daya Mantisia padd Bagian Keéiiangan — Sekietariat Dacrah
Kabupaten Balangan:

a. Jenis pendidikdfi dan pelatihiai

b. Materi-materi pendidikan dan pelatihan
é. Métode pendidikan dan pelatihan

d. Intensitas dalam mengikuti pelatihan
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f Manfaat pendidikdf dan pelatiliati

F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a)

Penelitian ini fiemiliki tijish sebagai befikut :
Untuk mengetahui pelaksanaan pendidiken dan pelatiban Sumber Daya

ihaniisia pada Bagian Kéuangan Daerah Kabupatén Balarigar.

b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

d)

pelaksanaai pendidikad dafl pelatihan nichgenai Pepgeloldati Keéuangan
Daerah pada Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

Utitiik éneérapka téori yaig didapat pentilis kiiliah dan menganalisd téort
apa yang relevan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang telah,
sedang dafi akaii Berldigsuig.

Sebagai salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan S-1 di

Univérsitds Muhiammadivah Yogye

2. Manfaat Penelitian

1.

2.

Mafifddt vang diliaripkah dalam pénélitidn ini dddlah sebagai berikiit :

Bagi ilmu pengetahuan

a) Séebdgai siimbangsih il péngetahiian daldm fokus kdjian yang dda
dalam penelitian.

b) Pelaksditasii prifisip-prinsip fMiAnEjeHén SDM ddliii  sistem
pemerintahan di Indonesia.

Bigi kébijakan pemerintah

a) Sebagai evaluasi pengawasan penyelenggaraan aktivitas pegawai

@~ + ' e = g il e A Ay EnEE A e e A ———



b) Sebagai masikani bagi Pemerintsh Daérali Balafigan dalain upaya
meningl.catkan kualitas SDM khusususnya pada Bagian Keuangan
Diaciah Kabiipatéi Balangan.

¢) Memberikan rekomendasi pada Pemerintah daerah tentang strategi dan

HarfiBatan serta optiiialisasi SDM di Pemmefintali Kabupaten Balangan.

‘G. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adaiah desknptif kualitatif, '® yaitu penclitian yang
menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan
tidak menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik sebuah kesimpulan
penélitian, Dialam peneliai ini mefigguiakan pemikiran yafig bersifat deduktif
yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan
iiiitilk menjeliskai tentang seperangkat datd @il menumjukkan Hubiifigan
seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Penelitian ini akan
sesufigguhnyd dari obyek

iehggambarkaii secafa finici tentang keddaai
penelitian, yang didasarkan pada masalah yang dianggap bersifat umum ke
khiisus.
2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian
Mélihat baliwa penielitian i teatang Diklat Suiiibér Dayd Maiiusia
pada pegawai Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Propinsi
Kaliffiantin Selitin dan méngingat péntingnya pengeibangan Suiber Daya

Manusia bagi pembangunan daerah pada umumnya dan pada organisasi pada




khususiiya maka pefelitian ifii dilakiikan terkiit teitaiig pengelolaan keuangan
daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
3. Uiiit Analisis

Karena penelitian ini akan menganalisis Implementasi Pendidikan dan’

Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan.
4, Difd Yiiig Dibiitilikin
| Ada dua data yang dibutuhkai: yaitu data primer dan data sekunder:
d. Data Prinicf
Data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan
Diaerah, Staf padd Bagidi Kéiangafi Dacrali Seftd dpdiat Pemerintah
Daerah Kabupaten Balangan yang terlibat secara langsung dengan aktifitas
yvang dihadapi dalaim penclitian.
b. Data Sekunder
Data sekiifider addlali ddtd yang dipefoleli dari buku-buki, mikalah, dan
dokumen-dokumen yang bt;.rhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
'S. Téknik Péngunpilan Data
Teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini
1. Teknik wawancara
Mélakilkan wdwancara dengan menggunakdn pedofiian Walancara

bersifat terbuka. Agar dapat memperolech data obyektif, maka model



interview) terhadap réspofidéfidari obyek yang terpilili. Dalam penelitian ini
respanden yang akan dimintai keterangan adalah :
a) Kepala Admidistrasi Daerah

b) Staf Bagian Keuangan Daerah

2. Teknik dokumentasi
Dokiiifieni yang télah diperoleh kemudian akai ditérapkan berdasarkan
tujuan penelitian. Telaah dokumen ini dimaksudkan untuk menunjukkan
jalan pemecdiian peitiasalahian pénclitian untik fﬁéﬁjﬁw petitidsalahan
yang dikemukakan.
6. Tékuik Aiialisa Dati
Analisa data adalah proses nmengatur urutan data,
méngorganisasikaiifiya ke dalam siati pold, Kategori daii satudn ufutaii dasar
19 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskrip(f
Faliatif, sehingga analisa térsebiit berdasarkan keémampuan nalar peneliti
dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Namun dalam
vfaidh Seldnjiitnya tidak ﬁéﬁﬁﬂﬁ kemuiigkinaf jikd ditaimpilkaniiya data yang
bersifat kuantitatif sebagai penunjang pengelolaan data kualitatif.
Metode kiialitatif adalah prosediif penélitiai yang menghasilkan datd
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang

diamati®.




Teknik analisa yang dilakukan adalahi analisda kuaalitatif, Yang
dimaksud analisa kualitatif menurut Koentjaraningrat adalah data yang
dikuifipiilkani ifti bérupa studi kasus dan bersifat monografis, midah
diklarifikasikan dan jumlahnya sedikit. *’

Diiifdfid datd yang diperoleh diklarifikasikan, digambaikan deigan -
kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
Sélanjitinyda menganalisa scsuai deéinigan obyek vaig ditéliti  dan
menginterprestasikan data atau dasar teori yang ada serta untuk menilai makna
yafig bersift fenRyelirih. Dati tefsebiit diperoleh dari fuskah WaWwaRcars,

catatan Japoran, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya untuk

méimperoléh keabsahan data penelitian.
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